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UU CIPTA KERJA .
MEMBUAT PARIWISATA
HIBURAN MALAM DAN PANTI PIUAT

FASILITAS e
Pasal 18 ayat 13 huruf k
perubahan UU
PERPAJAKAN ==
(3) Penanaman modal
yang mendapat fasilitas
sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) paling
sedikit memenuhi

Memberi insentif Krtel

perpajakan bagi investor Pasalb1%ayaltJl1J3 huruf k
perubahan

yang ”.‘e”a“a.m .mOd.aI Penanaman Modal

untuk industri diskotik, club menegaskan "Termasuk

malam dan panti pijat. pengembangan usaha
pariwisata

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman

@ fraksi.pks.id  (§ Fraksi PKS DPRRI fraksipksdprri  (¥) @fpksdprri (*) PKS TV DPRRI 15 Oktober 2020 | Image Istimewa



¢ !w? %
2
PKS

UU CIPTA KERJA

MEMBUKA PELUANG
KOMERSIALISASI
PENDIDIKAN &
KESEHATAN

Pendidikan bukanlah kegiatan Pasal 3 Perubahan UU
usaha melainkan tanggung Kawagan ElgTikbiusus
jawab negara. Liberalisasi Ayat (1)Kegia
pendidikan bertentangan POl

dengan konstltu5| yang a. prod r
berbunyi:“...dan untuk b. 09'5t'k<i'oan S
memajukan kesejahteraan d %:?.%ve.?;t;ngan e
umum, mencerdaskan kehi- e. Eendldlkan.

dupan bangsa dan ikut o xesehatay

L - energi; dan/atau
melaksanakan ketertiban dunia" bl i I,

i

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman
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UU CIPTA KERJA -
MENGHAPUS PEM|

JABATAN T?NAGA
JASA KONSTRUKSI

Pas?' 52UU Clpta UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Kerja menghapus Pasal 74

Pasal 74 UU No.2 (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi

tahun 2017 Jasa asing wajib memiliki rencana penggunaan
tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan

Konstruksi. Kebijakan tenaga kefja asing.
ini berpotensi

1

(2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat

masu knya tenaga melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia
kerJa asmg pada hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan
Jabatan / pekerjaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan

?n .mam u ahli yang akar{ dipekerjakan olegh pemberi

dlkerja kan oleh Eerja sebagalulr(nana ct:lltma(lj<sud pada a)(/jat (1)
; arus memiliki surat tanda registrasi dari

tenaga kerja lokal. Vet 9

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman
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Berpotensi menyebabkan
adanya badan usaha
bandar udara yang
mayoritas dimiliki oleh
asing. Padahal bandar
udara merupakan salah
satu asset strategis
nasional yang merupakan
pintu masuk bagi orang
asing ke dalam negeri,
selain itu bandar udara
merupakan salah satu
simbol kedaulatan
negara.
* Berdasarkan naskah UU Cipta
P g -_._...._Mm

@ fraksi.pks.id (§) Fraksi PKS DPR Rl fraksipksdprri

HILANGNYA BA
MODAL BADAN HUKU
IGUSAHAAN

DALAM PENGUSA
BANDAR UDARA

UU Eksisting
Pasal 237 UU No.1 tahun 2009 :

“Pengusahaan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (1) yang dilakukan oleh
badan usaha bandar udara, *seluruh
atau sebagian besar modalnya harus
dimiliki oleh badan hukum Indonesia
atau warga negara Indonesia*”

UU Cipta Kerja
Pasal 58 UU Cipta Kerja mengubah
Pasal 237 UU No.1 tahun 2009

“Pemerintah Pusat mengembangkan
usaha kebandarudaraan melalui
L)enanaman modal sesuai dengan

tentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penanaman
modal”

a [T T
i & # *
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RUU CIPTA KERJA DISAHKAN

Dari 32 menjadi 25 kali

o))

T

Pesangon memang tidak
dihapuskan, akan tetapi
pesangon pekerja akan
diturunkan dari 32 kali
menjadi 25 kali.

LEDIAHANIFA AMALIAH
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UU CIPTA KERJA DISAHKAN

P di kapal berbendera asing yang
| ABK WNI beroperasi di Zona Ekonomi
ne . 1N _W Ekslusif Indonesia (ZEEI).

bt - " =
-,

e =

- UU 45 Pasal35A. :
vﬂﬁlﬁ; ~ tahun 2009 (2) Kapal perikanan berbendera asing.
e S .tentaﬁg ~ yang melakukan penangkapan ikan di
. e P 4 EElwajib menggunakan anak buah
e - --r.'__anan' kaFaI berkewarganegaraan Indonesia
e *W paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
e - ~=dari jumlah anak buah kapal.

- =

R (3) Pelanggaran terhadap ketentuan
~~._penggunaan anak buah kapal
sebagaimana dimaksud pada agat (2)

h:; i dikenakan sanksi administratif berupa
S — . peringatan, pembekuan izin, atau
B g i pencabutan izin.
T
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UU Cipta Kerja Membuka Liberalisasi
Industri Pertahanan Nasional

PALING RENDAH 51%
DI BUMN DALAM INDUSTRI
PERTAHANAN NEGARA

UU Cipta Kerja memperbolehkan perusahaan swasta lokal dan
asing memiliki usaha industri utama pertahanan dan menghi-
langkan 51% kedpemilikan negara pada industri komr)onen
utama dan pendukung industri pertahanan nasiona

—— 'E.'i

Pasal 52 (1) Kepemilikan modal atas industri alat utama
amat (1) seluruhnya dimiliki oleh negara.
UU No. 16 - 4 ! a
Tahun 2012: (2) Kepemilikan modal atas industrikomponen
utama dan/atau penunjang, industritkomponen
dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri
bahan baku yang merupakan badan usaha milik
negara, paling rendah 51% (limapuldh satu persen)
modalnya dimiliki oleéh negara. |

(ah '-
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UU Cipta Kerja Mengancam Liberalisasi
Industri Pertahanan Nasional

Kepemilikan
O Modal Negara
O Di BUMN dalam Industri
Pertahanan Negara

Pasal 52 ayat (1) (1) Kepemilikan modal atas industri
0. 16 alat utama seluruhnya dimiliki oleh

Tahun 2012: negara.
.

(2) Kepemilikan modal atas industri
komponen utama dan/atau
penunjang, industri komponen
‘ dan/atau pendukung (perbekalan),
dan industri bahan baku ya
merupakan badan usaha mili
negara, paling rendah SW z
(limapuluh satu persen) m dalnya
. dimiliki oleh,negara.

ilad
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UU CIPTA KERJA

MENGANCAM

PENDAPATAN DI SEKTOR
PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

Adanya ketentuan
pengenaan Royalti

0% pada kegiatan BABIII Penambaban pasal 1264
X tent
— ertambangan A E?;:;?(gegy Bgrtgmban?;an Minerglndgag
= atubara berpotensi Batubara.

~ menghilangkan  2)Pemberian perlakuan_
penerimaannegara .._«.‘.f‘__'_.fgg’,'gfwal'ba“

d erah. | e

e S oy i
' T & Y 7 e i
=5Ed : 1 }

i 3erdasarkan naskah UU Ciptaker 812 haﬁgma’n_‘-'
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UU CIPTA KERJA DISAHKAN

P di kapal berbendera asing yang
| ABK WNI beroperasi di Zona Ekonomi
ne . 1N _W Ekslusif Indonesia (ZEEI).
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. e P 4 EElwajib menggunakan anak buah
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e *W paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
e - ~=dari jumlah anak buah kapal.
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R (3) Pelanggaran terhadap ketentuan
~~._penggunaan anak buah kapal
sebagaimana dimaksud pada agat (2)
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UU CIPTA KERJA

MENGANCAM 4
WILAYAH
KONSERVAS|

PERAIRAN

Menghapus
ketentuan Wajlb, Penghapusan pa ) U Panas E
Mendapatkan Izin ini berpotensi akar ‘\ ebabkar

erusakan lingkungankawasan

saat pengusahaan onservasi perairan,
Panas Bumi untuk usahig heouateg paligsb

mendapatkan

Pemanfaatan Tidak kawasan ko

menteri KKP.

Langsung yang keberadaan n
berada pada wilayah lingkufgattya
konservasi di perairan

@ fraksi.pks.id (§) Fraksi PKS DPRRI fraksipksdprri () @fpksdprri (&) PKS TV
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Dihapusnya kewajiban
penerapan

Amdal bagi

pelaku usaha
perkebunan

(Pasal 67 dan

68 UU Perkebunan)

Menghapus Pasal 109 UU No.39

. 4 Tahun 2014 Tentang Perkebunan:
Implikasinya, pelaku

a. analisis mengenai dampak
usaha leluasa . lingkungan hid%p atau upra)lya
NEELCLED keglatan pengelolaan Ilngkur?gankhldup crl]ag

upaya pemantauan lingkungan hidup;
usaha perkebunan bpa)(\ar) sis risiko Ilngku%ganghldup dgn

tanpa memperhatikan ¢. pemantauan lingkungan h hidup;

i . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
FelekStanan f#ggSI Idlpl a3n(a de)ngin plccjian%pegjara aling
IngKkungan hidup ama 3 (tiga) tahun dan denda paling
b kR ili
éang tentu saJa rtfgl)éi). 13.000.000.000,00 (tiga miliar
erpotensi merusak 3
|ln9 kungan- - Berdasarkan ﬁaskah UU Ciptaker 812-halaman
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UCPTAKERA
MENGANCAM
KEBERPIHAKAN
NEGARA TERHADAP
NELAYAN KECIL

UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan ukuran
kapal paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) pada
definisi nelayan kecil.

Akan memberikan karpet
besar menguasai
pinggir pantai ye
zona tangkap ikan n

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman
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'MILIK MASYARAKAT

SECARA MASIF

dan mengokupasi
kewenangan
Pemda

UU Cipta Kerja Pasal 129:

Ayat 4:

Dalam rangka mendukung
investasi, pemegang hak
pengelolaan badan bank tanah
diberi kewenangan untuk:

a. melakukan penyusunan
rencana induk;

b. membantu memberikan
kemudahan Perizinan
Berusaha/persetujuan;

c. melakukan pengadaan tanah;
dan

d. menentukan tarif pelayanan

* Berdasarkan naskah UU Ciptaker 812 halaman
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» Kewenangan Bank Tanah untuk
melakukan pengadaan tanah langsung
(huruf c), tidak diberikan batasan yang jelas.
Sehingga Bank Tanah dapat membeli tanah
milik masyarakat secara “paksa”. Bagi
masyarakat yang menolak, Bank Tanah
cukup menitipkan ganti rugi ke Pengadilan
Negeri, dan kemudian penggusuran dapat
langsung dilakukan (mengikuti mekanisme
dalam UU 2/2012)

« Kewenangan Bank Tanah sebagaimana
dijelaskan huruf (a), (b) dan (d), sangat
beririsan dengan kewenangan yang dimiliki
Pemerintah Daerah sebagaimana amanat
UU 23/2014, sehingga berpotensi
menimbulkan konflik kewenangan antar
keduanya;

15 Oktober 2020 | Image Istimewa
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UU CIPTA KERJA,

WNA DAPAT MEMPER-
OLEH SERTIFIKAT HAK
MILIK ATAS SATUAN
RUMAH SUSUN st

Ketentuan ini berpotensi masalah karena Pasal 144 UU Cipta Kerja :

- . 3 Ayat 1 huruf © | Hak milik at
1. Rusun ini umumnya dibangun diatas Tanah R Sulsu,a\ d’;}');t L
Negara atau tanah milik orang lain, dan diberikan kepada warga negara
apabila jan%ka waktunya habis, maka aset asing yfng mempunyai izin
rusun tersebut akan menjadi milik Negara peotait Tt UZggluran

atau orang yang memiliki tanah tersebut; BRindantggiingan,

2. Apabila WNA tersebut met
Rumah Susun se je
k da
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